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KEPALA DESA MAJENANG
RECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA MAJENANG
NOMOR OZTAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-DESA )
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAJENANG,
Wienimbang - & bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa wajib menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten:

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a terdini dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan
pemjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa:

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b. perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemenntah Desa (RKP Desa) Desa Majenang Tahun 2022,

Menginpaa - 1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),
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Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 1entang Pennmbangin
Kevangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan Pemerintah - Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor @ 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 47
Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717;

Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 20 14 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Nomer 5694): sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5864):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang
Pedoman teknis peraturan di desa ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor @ 114 Tahun 2014, tentang

Pedoman Pembangunan Desn ( Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094);

Drafi Perdes RKP-Desa
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10,

13.

14.

15.

Peraturan - Menteri - Desa, Pembangunan Dacrah Tertingpal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor | Fahun 2015 ientang
Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia “Tahun 2015
Nomor [58);

Peraturan Menteri Dega, Pembangunan — Dacrah “Tertingpal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Tertib dan  Mekanisme Pengambilan  Keputusan
Musyawarah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 159);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah  Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan pembubaran Badan
Usaha Milik Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 160);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentang
pengelolahan aset desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 44 Tahun 2016, tentang
kewenangan desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang
penetapan dan penegasan batas desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang

badan Permusyawaratan Desa desa ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);

. Peraturan - Menteri Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Draft Perdes RKP-Desa
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24,

25,

26,

27.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359):

- Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten lamongan tahun 2015 nome 3)

- Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang  Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Dacrah tahun 2016-2021 (I.embaran

Daerah Kabupaten lamongan tahun 2016 nomer 3)

- Peraturan Bupati  Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang

Pengadaan Barang /Jasa di Desa.(Berita Dacerah kabupaten lamongan
Tahun 2015 Nomer 19)
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolahan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan
Tahun 2015 Nomer 22)

2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten
lamongan Tahun 2015 Nomer 34)

- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman

Teknis Penbentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten
lamongan Tahun 2015 Nomer 41)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan
kepala Desa(Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer
42)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman
penyusunan SOTK pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten
lamongan Tahun 2016 Nomer 20)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas peraturan Bupati nomer 52 tahun tentang 2015 Penghasilan
Tetap, Tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan
perangkat desa di Kabupaten Lamonagn (Berita Daerah kabupaten
lamongan Tahun 2016 Nomer 29)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman

pemberian  bah dan bantuan  sosial yang bersumber anggaran

Draft Perdes RKP-Desa



Menetapkan

29

30.

3

32

pendapatan dan belama dacrah (Berita Dacrah kabupaten lamongan

Tahun 20016 Nomer 35)

. Peraturan Bupati Lamongan Nomaor 21 Talwn 2017 tentang Pendinan,

pengurusan, dan pengelolahan serta pembubaran badan usaha nilik

desa (Berita Dacrah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 21)

. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang, Rencana

Kerja pemerintah Dacrah Kabupaten lamongan 2018 (Berita Dacrah
kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 22)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan
kedua atas peraturan bupati lamongan nomer 17 tahun 2016 tentang
pengngkatan dan pemberhentihan  perangkat desa di kabupaten
lamongan Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 43
Peraturan Desa Majenang Nomer 02 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Majenang,

Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Tahun 2023 dan DU
RKP Tahun 2024 Tanggal 26 Juli 2022.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJENANG
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

DAN
KEPALA DESA MAJENANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA MAJENANG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MAJENANG TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasul |

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1,

Desa adalah Desa Majenang Keenmatan Kedungpring Kabupaten Lamongan |

Draft Perdes RKP-1esa



2. Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa MajenangKecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan ;

3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh pemerintah Desa dan
BPD Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan |

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Majenang, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

5. Badan Permusyawaratan  Desa  untuk sclanjutnya  discbut  BPD  adalah  Badan
Permusyawaratan Desa Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan |

6. Perangkat Desa adalah  unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat,
pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan ;

7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa
MajenangKecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;

8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala DesaMajenang
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa ;

9. Keputusan Kepala Desa Majenang adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa
Majenang dalam melaksanakan peraturan Desa Majenang;

10.Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa MajenangKecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan
Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa:

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa
Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana
operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan
pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di sam
bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain
bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan;

12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa
adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa MajenangKecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan;

13.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Majenang Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan,

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana
kevangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemenntah

Desa dan 3PPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,

Draft Perdes RKP-Desa



15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui angparan pendapatan dan belanja daerah
kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenpgaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja dacrah kabupaten setelah dikurangi Dana
Alokast Khusus;

17. Visi adalah Gambaran tetang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;

18. Misi adalah Pemyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan schingga Visi dapat terwujud

secara efektil dan efisien:
BAB 11
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

I.  Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;

2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan RPJM-
Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa

kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama, dan schagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa

untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.

L]

Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa
mengundang LPM, lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-
lain untuk melakukan Musrembang Desa membahas RKP Desa.

6. Setelah dilakukan Musrenbang desa sebapaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5). maka
pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan
pemerintah desa serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan
BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;

7. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam avart (0),

maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretanis Desa unuk

mengundangkan dalam lembaran desa;

Draft Perdes RKP-Desa



AR 11
SISTEMATIKA RKP-DESA TAHUN 2022
Pasal 3
Sistenmatika Rencana Kerm Pemerintah Desa Pahun 2022 (RKD Desaydisusun - dengan
sistematikan sebagat berikut:
BAB L PENDANULUAN
L1 Latar Belakang
1.

2]

Dasar Hukum
L3, Tujuan dan Mantaat
L4, Vist - Misi Desa
BAB 1. KEBUAKAN KEUANGAN DESA
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2, Kebyjakan Belanja Desa
2.3, Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB 11 POTENSI DAN MASALAN
3.1 1dentifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
3.2, Identifikasi Masalah berdasarkan RPIM Desa
3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
3.4, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
BAB V. KEBUAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
4.2. Program dan kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten
4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang
BAB V. PENUTUP
Pasal 4
st dan uraian RKP Desa tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selengkapnya seperti
tersebut dalam lampiran keputusan im.
Pasal 5
Dalam pelaksanaannya RKP Desa tahun 2023 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa (APB-Desa)

Draft Perdes RKP-Desa
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BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP-DESA
Pasal 6
I. Pemenintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi. para anggotanya untuk
mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum
Musrenbang-Desa:

Mekanisme pengambilan  keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam

td

perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat,
BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala
Desa
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Ditetapkan di Majenang
pada tanggal. 26 = ©7 - 2022
KEPALA DESA MAJENANG,

TTD

(ANGGUK TRISETYO HARTAWAN )
Diundangkan di Desa Majenang
Pada tanggal = 26 = €7 - 2022
SEKRETARIS DESA MAJENANG,

|\ - f 4 .
| M.Ku()m/m, ANAM )
Nip . 19690410 200906 1 001

LEMBARAN DESA MAJENANG TAHUN 2022 NOMOR

Draft Perdes RKP-Desa



PEMERINTAIN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA MAJENANCG

Abcmt = idtons Becrver Iembanginnan Ne, 01 Dies Magenang 61772

B e

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJENANG
NOMOR - IRR/ 26 /Kep/d )3 306,20/ 217

TENTAMG

TIM PENYUSUN
RENCANA KERIA PEMERINTAI DESA
(RKPDESA) TAITUN 2023
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA 1SA

KIPALA DESA MAJENANCG

Menimbang —© a Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan
pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-
Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka
menengah Desa (RPIM-Desa),
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Desa
(RKP Desa) dengan menctapkan dalam Keputusan Kepala Desa
Sumengko.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ),

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014
(entang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa,

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dart Anggaran Pendapatan dan
IBelanja Negara,

4 Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman ‘Tekms Peraturan di Desa;

5  Peraturan Mcnten Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa |

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa,

7 Peraturan Mentert Desa, Pembangunan Daerah  Terunggal, dan
Transmigrasi Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Tak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa:

8 Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrast Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertb dan

Mckanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Mengingal
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Menetapkan :

Kesatu :

Kedua :

Ketiga :

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penctapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 34 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa

Peraturan  Bupati Lamongan No. 65 Tahun 2018 ftentang
Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Tahun 2023 dan DU
RKP Tahun 2024 Tanggal 26 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Menugaskan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud diktum
pertama :

.

to

]

Mempersiapkan kegiatan penyusunan RKP Desa.

e Menyusun jadwal dan agenda kegiatan.

» Mengumunkan secara terbuka kegiatan musrenbangdes.

» Mengundang calon peserta.

o Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.

Melaksanakan kegiatan musrenbangdes RKP Desa sesuai dengan
pedoman yang berlaku.

Melaksanakan kegiatan Pelembagaan hasil musrenbangdes sesuai
dengan pedoman yang berlaku.

Menyusun RKP Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  Kedungpring
Pada tanggal : 26 Juli 2022
B T
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Drs. Helli Masy(uri

Dwi Pangestuli

Dyah Ayu Sintarini

Satrio Bagus Pramono

M. Thsan Affandi

Mustaqim

AW .
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JABATAN DALAM
LEMBAGA

Kepaula Desa
Sekretaris Desa
Ketua 1LPM
Perangkat Desa
BeD

KPMD

PKK Desa

KPMD

‘J‘nkuh' Masyarakat
Tokoh Masyarakai
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BERITA ACARA
Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023
Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa)
Daftar Usulan RKPDesa (DU-RKPDesa) Tahun 2024
Desa Majenang Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Majenang Kecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dan Musyawarah Perecanaan Pembangunan Desz DU-
RKPDesa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal . Selasa, 26 Juli 2022
Jam © 19.00 WIB s/d selesai
Tempat

- Balai Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemeriniah Desz
(RKPDesa) Tahun 2023 dan Musyawarah Perecanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesz
Tahun 2024, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat seriz
unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini sera yang bertindak selaku unsur
Pimpinan Rapat dan Nara sumber adalah:

A. Materi atauTopik
1. Pencemmatan Ulang RPJMDesa
2. Evaluasi Kegiatan RKP Tahun sebelumnya

3. Mengidentifikasi dan Menyepakati Usulan Kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesz
Tahun 2023

4. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Drs. HELLI MASYFURI dari Unsur BPD
Sekretaris / Notulis  : M. KHOIRUL ANAM Unsur Sekretans Desa
Narasumber :1. NOMANKM S, SSTPMSi dari Unsur Camat Kedungpring
2. Drs. Bambang H. dari Unsur Kasi PPM Kecamatan
Kedungpring

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya

seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serla memutuskan beberapa hal yang

berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu:

1. Telah dilakukan Pencermatan Ulang RPJMDesa

2. Telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan RKP Tahun sebelumnya

3. Telah diidentifikasi dan disepakati usulan kegialan yang akan dimuat dalam RKPDesa
Tahun 2023

4. Daftar Prioritas dan Anggaran yang akan dilaksanakan oleh desa Tahun 2023

Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2023

6. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa
Tahun 2023

7. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 Terdampir

o



8. Daftar Usulan Rencana Kera Pemenitah [ass (F¥PLesa; Tahun 2024 Hasi
MusrenbangDesa Terampir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, aklamasi, dan pemungutan suaralvoting (%)
Demikian berta acara ini dihuat dan disahkan dengan penuh tanggunggruat agac dagp
dipergunakan sebagaimana mestinya

Magenang, 26 Jul 2022

warah Desa / 7 / ' f;ﬁkrﬂaﬂﬂr!fmum

7 ¢ /
ASYFURI M. KHOIRUL ANAM

== Mengetahui dan Menyetujui -

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesaj Tahun 202%
dan Musyawarah Perecanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2024,
Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

NAMA | ALAMAT | TANDA TANGAN
1 | "

SRI YUGO BAMBANG SEPUTRO | Dusun Majenang | \/b# 7‘*‘-
|IMAM KHAMBALI | DusinSawshan | g N, e
| KHANAFI . Dusun Mejono

SUNANDAR EFENDI Dusun Kranggan

N —— —

SUJUD, S.Pd. Dusun Mejono




;

4.

NO |

DAFTAR

NAMA - NAMA CALON DELEGASI UNTUK
MENGIKUTI MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2023

DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING

NAMA

ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN
|
' Drs. HELLI MASYEURI
' M. KHOIRUL ANAM

SUJUD, S.Pd.

' DYAH AYU SINTARINI

UNSUR KETERANGAN

Kepala Desa
Ketua BPD |
Sekretaris Desa
Ketua LPM

Tokoh Perempuan

Majenang, 26 Juli 2022

m——

par -:‘:Z‘\
EPALADESA MAJENANG

i\ ’:-ﬂ %

NN (“f:/}
~ANGGUK TR SETYO HARTAWAN
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

Siltap Kepala Desa

Desa Majenang

36.000.000

ADD

Sawahan)

Siltap Sekretaris Desa Desa Majenang 26.694.000 ADD
Siltap Perangkat Desa Desa Majenang 242.664.000 ADD
BP]S Kesehatan Kepala Desa Desa Majenang 1.440.000 ADD
BP)S Kesehatan Perangkat Desa Desa Majenang 12.009.480 ADD
Operasional Kantor Desa Majenang 12.659.020 ADD
Operasional BPD Desa Majenang 3.500.000 ADD
Tunjangan BPD ADD
- Ketua Desa Majenang 2.400.000 ADD
- Wakil/Sekretaris Desa Majenang 1.800.000 ADD
-Anggota Desa Majenang 8.400.000 ADD
Insentif RT Desa Majenang 10.500.000 ADD
Insentif RW Desa Majenang 2.800.000 ADD
Operasional LPM Desa Majenang 2.500.000 ADD
Operasional PKK Desa Majenang 4.000.000 ADD
Operasional Karang Taruna Desa Majenang 1.500.000 ADD
Operasional Posyandu Desa Majenang 1.000.000 ADD
Operasional Linmas Desa Majenang 725.000 ADD
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Keuangan, Pelaporan (MUSDES, Desa Majenang 7.500.000 ADD
MUSRENBANG, RPJMDES, RKPDES, dll)
g: ii gﬁ“flf;k;’:{’;?” Kepila Desa Peranghat | 15 Msjenang 20.608.236 BHP
Kegiatan Operasional / Pemeliharaan Kantor Desa Majenang 15.179.064 BHP
Saluran Pembuangan Air s R.W' 02Desa 80.000.000 DD
Majenang
Pemberian Insentif Guru PAUD Desa Majenang 7.200.000 DD
Paving Lingkungan - 0;:;;2:?‘*“ 50.000.000 DD
ggr;;)angunan Sarana Olah Raga (Dinding Diesa Majenanig 100.000.000 DD
Saluran Air Irigasi Dusun Sawahan 170.000.000 DD
Pelatihan Perangkat Desa Desa Majenang 35.000.000 DD
Pelatihan Industri Kecil Desa Majenang 25.000.000 DD
Penyertaan Modal Bumdes Desa Majenang 25,000,000 DD
TPT Mejono (Tugu Mejono Ketimur) Desa Majenang 130.000.000 DD
Belanja Tak Terduga/ Penanggulangan
Bencana /Program Penghapusan Kemiskinan Desa Majenang 273.000.000 DD
Ekstrim 25%
Saluran Air Irigasi (Belakang Masjid NU) Dusun Sawahan 150.000.000 DD
Penangan Covid-19 Desa Majenang 88.300.000 DD
PK'TD Desa Majenang 20.000.000 DD
Paving Lingkungan Be H;'R.w' ‘01 P 35.000.000 Bansun
ajenang
Paving jalan Poros (st Keanggen Ko 35.000.000 Bansun
Utara)
Saluran Air BEOL02 R B (Dan 35.000.000 |  Bansun




{Paving Uingkungan | (Timwr Siswadi) | AS6066 | Banawn |
Operasions] Mobii Sehat | Devs Maenang | FARLEAN08 | Dl |
?e-._sr.gfmr,- S:‘yr:-’.fr:g ’_ [yens Maeriang 25500000 | 155 |
Pemutakhiran SDGs, IDM | Dens Myjerang | SO0 oo !

_ | . 2
insentf Peranghat Desa dan Hepals Desa " lhess Maernang | ST E06.0608 | 79
. t t
|; - ;
p 1822378200 | E
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NOTULEN
DESA © MAJENANG
KECAMATAN . KEDUNGPRING
HARI/TANGGAL  :  SELASA, 26 JULI 2022
TEMPAT © BALAI DESA MAJENANG
KEGIATAN : MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDosa Tahun 2023

dan MUSRENBANGDESA DU-RKPDesa Tahun 2024

- Pembulaan oleh pembawa acara
- Sambutan Vepala Desa Maenang
- Gehap kelmptk / unsur wasvarakat di winta alhif menyampalean usulan progeam
- Sambutan ketua BPD Magrang
- Pembanguran yang sudah dlaksavakan sangpt membantu. masyavalaf
- Sambutan Perwakilan dari Y-ecamatan
- Pembanguran berkelanutan, arahna jelas
- Semua usuln ada batasiyg menghimpun semua usulan
- Musrerbangdesa dinavapkan menghimpun semua usulan untuke di himpun di sistem
informasi pevencanaan pembangunan daeran
- Program pendampingan keluarga (stunfing)
- Pembanasan dan penyampaian RePDes 200% sl dari pencermatan dari RFIMDes
- P bawbang
Sinkronisasi tentang prioritas pembangunan di masing-masing dusun
- Pembanguran salwvan ivigasi supaya dredisasikan di RiPDesa fabhun 200%
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BAB |
PENDAHULUAN
LLLATAR BELAKANG
Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya discbut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayzh yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di

Kabupaten/Kota , sebagimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanckaragaman , partisipasi , otonomi ashi |
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui/atau dibentuk
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai
perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Aras
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014
Tentang Desa , maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-
Desa) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu | (satu ) tahun yang
berdasarkan penjabaran dari RPJM-Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelummnya , prioritas
kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat/bencana alam = RKP-Desa merupakan satu
satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang

selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan

1.2. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah regulasi yang masih ada kaitannva

dengan dengan penyusunan RKP-Desa Hal ini dilakukan supaya lapiran dari produk hukum ini tidak bertentangan
dengan regulasi yang ada di atasnya Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah
sebagai berikut:

I Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenintah Pusar dan
Pemenintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495,

4 Peraturan Pemerintah Nomor . 55 Tahun 2005 rentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005
Nomer 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomer 4575,

5 Peraturan Pemerintah Nomor © 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6
Tahun 2014 1entang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - $539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomer 47 Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717,

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Ilgﬁﬂmﬂmw
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Negara Republik Indonesia Nomor © §558), sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer
22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer % Tahun 2016 (Lembaran
Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor © 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

_ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor |

Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160),

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja

pemerintah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6),

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : | Tahun 2016, tentang pengelolahan aset desa ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor - 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa ( Berita Negara Repubdlik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037),

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89),
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359},

_ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2013

nome 3)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah tahun

2016-2021 {Lembaran Dacrah Kabupaten lamongan tahun 2016 nomer 3)
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Dacrah

kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 19)
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengololahan Kevnangan Desa (Berita

Dacrah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 22)
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekuis Pelaksanaan pembangunan Desa

(Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 3¢4)

2 | Drage BED Desa Majenang
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Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian pembangunan kepada

masyarakat.

Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

L4 PROSES PENYUSUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan desa yang merupakan amanah Undan-Undang Nomer 6 tahun 2014

Tentang Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). RKP-desa adalah hasil penjabaran satu lahun dar

RPIM-Desa tentang program dan kegiatan desa ya ng akan dilaksanan paca satu tahun RKP-Desa menjadi acuan dalam

penyusunan APB-Desa tahun sebelumnya Scbelum RKP-Desa sudah menjadi Perdes RKP-Desa, maka desa harus

melakukan proses penyusunan RKP-Desa Proses penyusunan ini diharapkan RKP-Desa yang akan dibuat ini benar-

benar menjadi dokumen yang dapat dipertanggungnjawabkan kepada masyarakat. Serta usulan yang ada di RKP-Desa

selalu berkesinambungan dengan dokumen-dokumen diatasnya seperti RPJM-Desa

14.1

e

Proses penyusunan RKP-Desa adalah sebagai berikut

Pra Musrenbang

Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa

Pembahasan desa yang terdiri dari; pencermatan padu indikatif desa, penyelarasan program/kegiatan
pemerintah, propinsi, kabupaten, dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD

Pencermatan Ulang RPJM-Desa dan RKP-Desa

Mencermati skala usulan rencana kegiatan pembangungunan dan untuk satu tahun anggran

Evaluasi RKP-Desa tahun sebelumnya

Prioritas bidang program dan anggaran desa melalui kerja sama desa dan pihak ketiga

Rencana program kegiatan, anggaran desa yang dikelolah oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari
pemerintah, propinsi, dan kabupaten

Musrenbang

Dalam pelaksanaan musrenbang yang yang harus dilakukan adalah sebagai beriku;

Musyawarah Pembangunan Desa |

Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM-Desa

Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan

Munyusun rancangan RKP-Desa berdasarkan berita acara musyawarah Pembangunan desa |

Membahas dan menyepakati RKP-desa

penetapan:

Tim penyusun RKP-Desa melakukan perbaikan dokumen RKP-Desa

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa lentang RKP-Desa

Pembahasan dan kesepakatan bersama kepala desa dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang RKP-Desa
Pengundangan Peraturan Desa lentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 dalam Lembaran Desa
dan Berita Desa,

Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerjn Pemerintah Desa Tahun 2022

1.5 SISTEMATIKA
BAB 1 PENDAHULUAN

11 Laar Belakang
1.2 Dasar Hukum

1.3 Tujuan dan Manlaat

14 Proses penyusunan

1.5 Sistematika

BAB II: KEBUAKAN KEUANGAN DESA
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Visi mis kepala desa

L)

ta

Data kemiskinan dan profil desa

a2

(]
W s e

Kebijakan Pendapatan Desa
Kebijakan Belanja Desa
2.5 Kebijakan pembiayaan desa
BAB 11I: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1 Evaluasi pelaksanaan Pembangunan tahun sebelumnya
32 Identifikasi Maslah berdasarkan RPJM Desa
3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan analisa keadaan darurat, ( bencana alam, krisi politik, krisis ekonomi, atau
kerusakan sosial yang berkepanjangan)
3.4 ldentifikasi Masalah Berdasarkan pioritas skala Kecamatan/Kabupaten; dan
BAB VI: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
4.1 Prioritas program dan kegiatan pemabangunan skala desa tahun anggaran 2022
411  Berdasarkan kewenagan hak asal usul
4.1.2  Berdasarkan kewenangan lokal berskala desa
413  Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah ropinsi, atau pemerintah daerah
kabupaten
414  Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah
kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4.2 Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2021 dan 2022
4.3 Pagu indikatif program dan kegaiatan masing-masing sektor
BABV:PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Latar Belakang Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa dan Daftar Hadir Penyusunan RKP Desa.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Susunan Keanggotaan
Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
Pagu Indikatif Desa.
Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa.
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Format Gambar Rencana Prasarana dan format Rencana Anggaran Biaya.
Format Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.
Format Daftar Usulan Kegiatan,

I T

Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.

5 | Draft RZD Deia Wagenang




BAR I
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
P4 Visi-Misi epala Desn (IMAMBILKAN DARI RPIM-DESA)

Visi adulah sehapai pambaran testang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah
Piesa masu yang akan datang, vist juga merupakan alat bagr Pemerintsh Desa dan pelaku pembangunan lainnya
mehiliat. menilar atsu membert predikat terdhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Majenang adalah
sebagar benkut

Membangun Masyarakar Cerdas, Berkualitas dan Scjahtera Menuju Kemakmuran Masyarakat yang Adil
dan Merata

Penpelasar Visi
Pada vist tersebut terdapat 6 kata kunci, yaitu Cerdas, Berkualitas, Sejahtera, Kemakmuran, Adil dan Merata

artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa Majenang yailu masyarakat desa yang makmur dan

seyahtera. maks dalam 6 1ahun yang akan datang imi diperlukan upaya meweujudkan:

I Cerdas, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan divaujudkan
untuk menciptakan sumder daya manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlag
mulia. selingga sumber daya manusia di desa akan meningkat kecerdasarnya secara emosional maupun spiritual,

Herkualitas, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan kualitas taraf

a2

hidup masyarakal desa semakin lebih baik;

¢ Sejahtera, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan
mssyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu,

4 Adil, yang dimaknai bahwa pembangunan desa diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan seluruh masvarakat
desa

S Merata, dimaknai bahwa pembanguna desa yang direncanakan untuk kurun waktu 6 tahun kedepan dalam

pelaksanannya akan merata persebaran dan pelaksanaan program pembangunannya baik secara fisik maupun non

fisik

Keheradaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa
Mizjenzng [dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Majenang yang maju dalam bidang paraiwisata
Jwst sehinggs bisa menghamarkan kehidupan yang rukun dan makmur,

151 samping nu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa sebagaima Kewenangan dan Bidang
vany wlah dibenkan  dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, pertukangan dan kebudayaan yang

Auispaniy, cleh nilai-nilal keagamaa

142  MIsi
Hakikat Miss Desa Majenang merupakan turanan dan Visi Desa Majenang Mist merupakan tujuan jangka

et pendek dari viv yang akan menungang keberhasilan tereapainyn sebuah vist Dengan Kata lain mist Desa
Amenang merupiakan penjabaran lebih operan! dar Visi Penjabaran dan visi ini diharapkan dapat mengikuti dan
rengantisipans wiiap teradinga perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang daci usaha-usaha
frieticapal vist Desa Majenany

Msi adilah merapakan pernyataan yang menctapkan tguan dan sasatan desa vang hendak  dicapai,
jtetnyatann s neinbawas desi kepada suntu fokus priovitas programyang akan dilaksanakan - Misi imlah yang harus
dsemiban oleh pemenmah desa ustuk mewwjudkan Vist desa Adapun mist yang akan dilakukukan adalah sebagi

bt pe it

6 | Dragt R2D Deaa Maponans




b Mevajudbkan masyarakat dess dapst mengenyam pendidikan formal maupun informal,

2 Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta, rasa
dan karsanya,

b Mewagudkan kelidupan masyarakat desa semakin baik,

4 Mevwayudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik,

5 Mewujudkan pemeratsan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa

memandang kepentingan politik, SARA dan antar golongan

2.2 Data Kemiskinan dan Profil Desa
2.2.1 Data Kemiskinan
Jumlah Penduduk Desa Majenany berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebesar 5375 jiwa yang terdiri dari
2803 laki laki dan 2572 perempuan Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021
adalah sebagai benikut
fabel |
Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin 2020 2021 2022

Laki laki 2599 2803 3212
Perempuan 2418 2572 3420
Jumiah 5017 5375 6632

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
Menurut sumber Data dari BPS tahun 2022 jumlah KK Miskin di Desa 428 adalah mencapai 80 % vang
terschar di 7 RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu RW 01 dengan prosentase 20%
sedanghkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW 03 dengan prosentase 34 %.

2.2.2 Profil Desa (AMBILKAN DARI RPIM-DESA)

Desa Mzjenany Kecamatan Lamongan adalah salah satu dari 152 desa yang berada di wilayah Kabupaten
l.amongan. Kondisi wilayah Desa Majenang adalah merupakan daerah daratan dengan ketinggian 1.115 meter di atas
permukaan laut dan merupakan dataran sebagian terdiri dari pegunungan ( Gunung Orak-arik ) dengan ketinggian =
SO0 meter di atas permukaan laut.

Batas wilayah Desa Majenang adalah sebagai berikut

- Sebelah utara Desa Sidomlangean, Desa Blawirejo
- Sebelah bara Desa Mekanderejo
= Sebelah selatan “Desa Tengger Rejo
< Sehelah timur Desa Nylebur
Fuaas wilayah desa 492.235 ha Dari luas wilayah tersebur, pemanfi atannya adalah sebagai berikut
= Pertanian 12500 ha
= Permukimun OB K2 ha
= Fasibtas Umum (pasar) 025 ha
= Hutan Negara - ha
- Tepal 19 80 ha
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= Tanah Lapang 1.00 ha

- Makam Umum 3.00 ha

Rondisi detail desa bisa bicn dari peta sosial sosial. Dimana dalam peta sosial dasa mengambarkan berbagai
macam yang berkaitan dengan desa mulai dari tingkat kemiskikan jumlah, batas desa, bangunan yang ada di desa serta
hal-hal yang lainya. Untuk mengetahui secara detail kondisi Desa Majenang Kecamatan Kedungpring beserta
masalahnya sebagaimana lampiran
L.2.1.1Legendn Dan Sejarah Desa

Sejarah Desa Majenang tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Desa MajenangKecamatan Kedungpring di
Kabupaten Lamongan. Desa ini awalnya bernama Desa Majenang dengan lurah seumur hidup yang bernama Kadam
Lurah Desa Majenang adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehdupan
masyarakat desa

Nama Desa Majenang didasarkan pada banyaknya sumber air bening yang ada di Sumur Tiban yang jumlahnya
Tuju sumur diantaranya ada yang volume panjang lebarnya diameter 2.5 m2 disebut sumur ombo vang dapat
menghilangkan penyakit barang olo schingga Desa ini dinamakan Desa Majenang Adapun kepala Desa yang pernah
menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Komplang (tahun s.d 1965.), Aruwan (tahun 1965 s d
1975), Sedikun (tahun 1975 s.d 1985)), dan Sunandar (tahun 1985 s.d Tahun 1993 ), sedangkan Penjabat Kepala
desa sementara Bambang Ismangun(Tahun 1993 s. d tahun 2008), Didik Harianto (Tahun 2007 s.d tahun 2013) dan
Eko Budiarse (tahun 2019), Angguk Tri Setyo Hartawan ( Tahun 2019 - Tahun 2024 )

2.2.1.2Kondisi Umum Desa
1. Demografi
Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2022, jumlah penduduk Desa MAJENANG adalah
terdiri dari /0/4 KK, dengan jumlah total 6632 jiwa, dengan rincian 32/2 laki-laki dan 3420 perempuan

a. Diagram Kelembagaan
Tabel La

1 BAGAN KFELFMBAGAAN DESA b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEABAGAAN
No| LEMBAGA MASALAR POTENS
T Pemghn s r—

1 ol s
B [T « S
paliyimin pads wraky
wrwlar
BN (™ Pu— :
s b :
ohi ol * T
bagasmary P
P
)
mﬁ:tt Kapotm + Lunbap b
behmpad o & .
Duss Do :
]
. ADPAN  —— © Mobd mals
AN Py o panad L]
4 wgpa
5
Ko Ky - Al
St daiap F
=_||=
dst dst dst




b.  Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan

___Tabel 4.1 Daflar Masalah dan Potensi Diagran Veen

T |
|
RO Lembaga Masalah Potensi '

BPD
M
N —

Karangtaruna

M_P_osymldu o T o - ]

Linmas J
RT/RW |
ORMAS = .
POKTAN
DLL

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2022

2. Kalender Musim
Daflar Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan desa berdasarkan masalah dan potensi dari Kalender
Musim tergambar sebagai berikut -
1) Banyaknya gambar menggambarkan tentang besarnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan
tersebut
2) Sedikitnya gambar menggambarkan tentang kecilnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan
tersebut
a. Gambar Kalender Musim
Tabel 4.2 Kalender Musim
'l PANCAROBA KEMARAU HUJAN

f MASALAH/ KEGIATAN/ T
KEADAAN 35t
AP [ M |JU | U |u AlE
MAR | R [EI[N |[LI|G|SEP | OKT | NOV|S |N|B

*

' kekurangan air bersih E b

1 kekurangan pangan

| Kesehatan( banyak penyakit)
1 -

il Banjir

| Panen

_r Tanam

s
TR

Sumber Duta’ Profil Desa Tahun 2022
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Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan
tantangan tersendiri Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Majenang tidak terlepas dari terbatasnya sarana
dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ckonomi dan pandangan hidup masyarakar Sarana
pendidikan di Desa Majenang. baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (S1> dan SMP), sernentara untib
penchdikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relauf jauh

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusiz (S1M)
di Desa Majenang. yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia
dengan baik di Desa Majenang Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa
berkembang

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak sctiap warga masyarakat can merupakan hal yang penting Hag
peningkatan kualitas masyarakal ke depan Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilikat
dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit Dari data yang ada menunjukkan adanya jurniah masyarakat yang
terserang penyakit relatif tinggi Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas
malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikal. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang
sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya,
vang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi dayz

produktifitas masyarakat Desa Majenang secara umum. Adapun data sumber daya manusia di Desa Majenang

sebagaimana tabel dibawah ini-
Tabel 4.5 Daftar Sumber Daya Manusia
| NO | URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA VOLUME SATUAN KET
1 l| Penduduk dan Keluarga :
T Jumlah Penduduk Taki ~ Tak 2120mg | |
I | b Jumlzh Penduduk perempuan 3420 Orang - |
| ! ¢ Jumlah Keluarga { KK ) 1014
| d. Jumlah rumah tangga 942
2 | Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga
| . Laki - laki 778
D Perempuan 164
3 | Pendidikan Kepala Keluarga -
| O Tidak punya ijazah 26
“ 1 SD/Sederajat ) 165 i N
_i "2 SMP/Sederajat 28] 7
l _I*s SMA Sederajat - ' 42 i}
i 1 4. Perguruan tinggi SR8
4| Pendidikan Penduduk ' - ]
: i 0 Tidak puﬁya ij;':;rah ' ' 239 |
["'"":,Vl SD/Sederajat |7 695 o l o '
o2 SMPSederjt [ oo T |
L [ 3 SMA/Sederaa ' 2382
(4 Pergaraan tingg s g
i 5 ] Umur Pcndurjtllé' ' l
| 1. kurang 1 tahun 118 ]
[ ""fz | -4 Tahun ' | 408 i-

) H—— . Sl
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5. 5-14Tahun

7. 40-64Tahun

e e —

8. 65 keatas

i WSS, ‘O

TR

Iaplngan usaha | Kepala Keluarga

| 1 Pertanian (Padi & palawqa}

2' Hortikultura

4 Penikanan tangkap

S Perikanan budidaya

i&l’aeﬂukan

| 7 Kehutanan & pertanian lain

; & Pentambangan / penggalian

| 9. Industri pengolahan

10 Listnk & Gas

| 11. Bangunan / konstruksi

12 Perdagangan

13 Hotel & Rumah makan

' 14 Transportasi & Pergudangan

| 15 Informasi & komunikasi

- 16 Keuangan & Asuransi

" 17. Jasa Pendidikan / jasa kesehatan / jasa
| kemasyarakatan, Pemerintahan dan

18 lainnya

| Lapangan Usaha Penduduk

1 Pertanian (Padi & palawija)

" T2 Hontikultura

‘ 3 Perkebunan

T - .
| 16 Keuangan & Asuransi
TR = i - e -

_4 Penkanan tangkap

5 Perikanan budldsya .

| 6 “Percrnakan

17 Kehanan & penanian lan

I3 Pmmbangan!penggnlun
"J Industri ptng.f)lahan _
}fJ Listrik & Gas
| II l!angumn!krmmuku
? 12 l’erdawgm
T 13 Hotel & Rumah makan

i 14 Transpornas & Pefguda:igan

115 Informasi & komunikasi

ol
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|

|
i 17 Jasa Pendidikan / jasa kesehatan / jasa
|

| kemasyarakatan, Pemerintahan dan
I_I'E—rai'iﬁ'n_ya” =

5. Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes) sangat berperan dalam pelaksanaan Pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat disamping Kepala Desa
dan perangkat desa mendapat Penghasilan tetap melalui dana ADD dari kabupaten juga mendapat tambahan
penghasilan dari pengelolaan Tanah hengkok tersebut. Sesuai pembagian pengelolaan yang disepakati bersama maka
Kepala Desa mendapat ... ha, masing — masing perangkat mendapat ... ha, sedangkan Seckretaris Desa karcna PNS maka
tidak dapat bagian tanah Kas Desa.

Kantor Desa Majenang maupun Balai Desa Majenang saat ini sudah representatif untuk melayani warga
masyarakat, meskipun masih kekurangan mebelair untuk rak buku maupun meja kursi tamu.

Yang masih perlu penangan lebih lanjut bahwa Lembaga kemasyarakatan di desa masih belum mempunyai
kantor tersendiri, yaitu PKK, Karang Taruna , LPMD dan BPD hal tersebut tidak mengurangi Lembaga tersebut
beraktifitas di desa

Pasar Desa Majenang sudah bagus meskipun masih perlu perluasan area untuk jualan, mengingat tanah yang
ditempati tidak memungkinkan untuk diperluas, maka direncanakan Pasar Desa Majenang di pindah ke sebelah timur
Desa, mengingat letaknya yang luas dan strategis.

Kehadiran pasar yang representatif akan meningkatkan taraf perekonomian warga, selain itu akan dibentuk

BUMDes yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian juga sebagai modal pembangunan.

Tabel: 4.6 Daftar Sumber Daya Pembangunan
URAIAN SUMBER DAYA

| No i — VOLUME | SATUAN KET

| ] Aset Desa

:I 1.1 | Tanah Kas Desa

| 1.2 | Kantor Pemerintah Desa 1

l 1.3 | Gapura Desa 3 |

[ 14  Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) 1

[ 15 | Pasar Desa 1 ) :

16 | Tempat Pelelangan Ikan | - |

17 | Tambatan Perahu N _‘.
18 | Tempat Pemandian Umum | - < ’

|- 19 | Makam Desa i " =

T e O T —————t—————
L Dst. .

i 2 Kciufnpirk- Usaha Ekonomi Desi i S
T T S I T e —

22 Kelompok Tani 8 —r— E—

23 | Kelompok nelayanan N S ]

1% | Drajr BRP Desa Wajenang




24| dst
4 Lembaga Kemnsyarmkatan Desn |
1 R e i RN ST, l
12 | rw — PTG SR

33| Karang Tarum RS B
34| PKK - — s ¢ |
35 LPMD ] |
a6 [ Ds . e o i ; i

4 ) .“K-Cll.illlgl;ll'l D;.!'{fl S ) - l

41| Pendapatan Asli Desa

4.2 | Hasil Tanah Kas Desa a o
43 | Hasil Usaha Desa o o |
44 | Hasil BUMDes - !

45 | dst !

T3 | Hasil Aset Desa 5
| 4.7 | Tambatan Perahy . |

EE Pasar Desa |

49 | dst.

Hasil Swadaya dan Gotong royong
5 masyarakat

51 Hasil swadaya masy
52 | dst.

6 Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah

6.1 Pungutan Desa

62 | dst. |

7 Asel prasarana umum

7.1 | Jalan

72 | Jembatan

7 Dst |
"8 | Aset Prasarana pendidikan i
81 | Gedung Paud 3
82 | Gedung TK 3
i TG T S |

84 | Taman Pendidikan Alqu'an | 2

s S, ARSI, R (I [ n
91 | Aset prasarama kesehatan |1 |t —— ;

92 | Posyandu 5

93 | Polindes |

94 | MCK
95 | Sarama Air Besih |2

10 [ Dst
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[ 10.1 | Aset prasarana ckonomi

102 | Pasardesa I
103 _‘[‘ﬁﬁ! I;éicl_aﬁﬁil Tkan
‘ 104 ot T

| 11| Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

111 | Jumlah kelompok usaha
11.2 | Jumlah kelompok usaha yang schat

123 | Aset berupa modal

124 | Total aset produktif

12,5 | Total pinjaman di masyarakat

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2022

6. Sumber Daya Sosial Budaya

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan
pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam
konteks politik lokal Desa Majenang, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain
(pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala Desa Majenang , sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta
(kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak
terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan
keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut pulung —dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga
tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu Mereka
dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum
masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti
jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam
perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa.
Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Majenang pada tahun 2007, Pada pilihan kepala desa ini partisipasi
masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti
pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa .Desa Majenang seperti acara perayaan desa.

Setelah proses-proses politik sclesai, situasi desa kembali berjalan normal Hiruk pikuk warga dalam pesta
demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus
terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong
maupun gotong royong

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada
pelibatan masyarakat baik lewal lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat
langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Majenang. mengedepankan pola

kepemimpinan yang demokratis

Berdasarkan deskripsi beberapa fakia di atas, dapat dipahami bahwa Desa Majenang  mempunyai dinamika

politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan,
sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal

Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihmt masih kurang antusias Hal ini dapat dimengerti dikarenakan
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dinamika politik nasional dalgm kehidupan keseharian masyarakat Desa Majenang kurang mempunyai greget,
terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat sccara langsung

Berkaitan dengan letaknya yang berada di daerah mataraman suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di
Desa Majenang. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan
sostal Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan,
mithoni, dan lainnya, yang semuanya merellcksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan
tafsir balik dari masyarakat Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru
bersama masyarakat Desa Majenang Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur
kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Majenang Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri,
sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko

menghadirkan kerawanan dan konflik sosial

Tabel: 4 7 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

[ URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL ‘
| NO VOLUME | SATUAN | KETERANGAN
| BUDAYA
‘ 1 | Festival Budaya Tari 2 | Kali

2 | Sedekah Bumi I | Kali

3 Upacara adat - -

I
| 4 { dst. - '

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2022

7 Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Majenang. Rp. 1.000.000,-Secara umum mata pencaharian warga
masyarakat Desa Majenang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industn
dan lain-lain ( Lihar Tabel 4 tentang Sumberdaya manusia) = Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di
sektor pertanian berjumlah 1.578 orang, vang bekerja disektor jasa berjumlah 212 orang, yang bekerja di sektor industri

10 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 1.100 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata

pencaharian berjumlah /69/ orang.

2.3 Kebijakan Pendapatan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa vang
dapat dimlai dengan vang termasuk didalamnyn segalu bontuk kekuyaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut. Pengelolaan  Keuangan Desa merupakan keselwahan Kegintan  yang meliputi  perencanaan,
penganggaran, penatausihaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa Agar pengelolaan
keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan,
maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin angearan

Agar kebijakan pengelolasan keuangan desa sesuat amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu
diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa, dan
mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhin riil masyarakat, setiap tahunnys pemerintah desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )
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secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannyn dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan
rapat umum BPD untuk penetapannya APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 11 Desember 2022
Pendapatan Desg sehagnimana meliputi semua penerimaan vang melalui rekening desa yang merupakan hak
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa Perkiraan pendapatan desa disusun
herdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi
yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketig
1 Kelompok Pendapatan Ash Desa (PADes), terdin atas jenis
a) Hasil Usaha , antar lain berasal dari hasil Bumdes dan Tanah Kas Desa
b) Hasil Aset . antara lain berasal dari Pasar ikan
¢} Swadaya . partisipasi gotong royong; berasal dari peran serta masyarakal berupa tenaga, barang yang diniias
dengan uang

d) Lain-lain pendapatan asli desa , antara lain hasil pungutan desa.

2 Kelompok Transfer, terdiri atas jenis ;
a) Alokasi dana Desa (ADD)
b) Dana Desa
c) Bagiah dari Hasil Pajak Daerah Kabuapten dan Restribusi Daerah.
d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
e)  Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.
3 Kelompok Pendapatan Lain-lain, terdiri atas Jenis |

a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat , adalah pemberian berupa uang dan pihak ke
tiga.

b) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan
bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Dalam strukiur APB-Desa , pendapatan desa merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan
kemasyarakatan Oleh karena masih kecilnya kontrbusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa, mengharuskan
pemerintah desa secara terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli desa sebagai sumber utama pendapatan
desa, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi
subyek pendapatan asli desa

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa senantiasa diperhatikan upaya untuk meningkatkan pendapatan
dari swadaya desa , akan tetapi dengan semaksimal mungkin menghilangkan melekatnya kesan menambah beban
masyarakat Mengambil pola pendekatan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan
untuk menumbuhkan rass memiliki, akuntabilitas dan diharapkan efektifitas pembangunan akan tercapai untuk
menjawab kebutuhan masyarakal

Mengingat pendapatan desa belum  cukup untuk - pembiayaan pembangunan, langkah optimalisasi
fisiensi dan penghematan, dengan alternatl lainnya mendorong pembiayaan

pengangaran perlu dilakukan dengan ¢
secara swadaya Berikut beberpa kegintan yang dilakukin oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan jumlah

perolehan pendapatan desa tahun 2022 antara laim,
a  Untuk meningkatkan pendapatan duri Pendapatan ash desamelalui hasil usaha desa BUMDesa
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eniinghan " .

Ih cinbinkathiin dinin i) Pengelolnan bokaywan dess e Tannh kas deas dan Tanah Begeor meiass
pemn it it depggg i prodik i

v ot i vesty g

1
d Utk ikt kessdaag Permerintah Desa Majenatiy thistigafeean

sy skl dularn bernwadayn, maka
pendeloatan pendekatan e minynwin il ey
o Retepatan pembayan pajak olol maayseahat ielaloi sosiabisas don penagbion
" Permahin tevgs e btk dogg meninghtban boalis pongelols keuangan desa
Pettivtompan Pendapatan e untile Tl Anpganan 2072 dengan mesmnpertimbangkan pag) indikatif yang
Dl sk pendapatan astt desn, pendapintan annfer, dan esmdapntan brn-lain. Pendapatan tessebut setisp tabumya

diapathan olel desn o menyomm RKP ey dan APBdess Adapun jenis pendapatan desa adalah whaya Vas

herikul,
Tabel 4
Pendaputan Denn Majenang Tahon Anggasan 2023
Na, | JUMLAH
URAIAN i (rupnerhy
I, 2 3
I. Pendapatan Asti Desn ; . N ISEaEESSSS
n I hisad Ul b 4 e = 4
b Hasil Aset - IR
¢ [ Swadaya, partisipasi dan gotong royong ' ' ] - |
d Lam - Lain pendapatan asli desa B e
2, Transfer ; e ==
a | Dana Dexn ' ' - _1.“ 1216 500 000
| 35757300

| Daginn dari Hagil Pajak Daerah Kabupaten dan

1.827.378. 800

|

| ¢ | Alokasi Dana Desa (ADD) ' T 378091590

: d | Bantuan Keoangan dari APBD Provinsi i

I ¢ | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota T a0 000

’ 3 Pendapatan Lain - Lain : ' |
a | Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat -

] b | Lain-lain pendapatan Desa yang sah R

I | Jumlah : - _ - . i

Sumber data. Diolah dari P11 dan PADesa
24.KEBLJIAKAN BELANJA DESA

Pengertian belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dan rekeming desa vanz
merupakan kewajiban desa dalam | (satu) tuhun anguaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembal oleh

desa . yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelengparaan kewenungan desa

Belanja desn diklasifikasikan menirut kelompok | kegintan dan jenis Benkut klasifikass belanja desa  varg

terdiri atus kelompok
I Penyelenygataan Pemerintuhan Dest
2 Pelaksannan Pembangunan Des
4 Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4 Pemberdayaan Masyarakat Desa
5 Belanjn Tak Terduga

Dari 5 (tima) kelompok belangn, dibagi diliom kegintan sesuai dengan kebutuhan desa | sementara kegiatan

terdii ntns jenin belanja,
I Pegenvai, unuk pengeluaran penghasilun Tetap din tunjuogin bagl Kepals Desa dan Perangks Desa sena

_ tunjangan BPD
17 | Drage RAD Desa Wajenang




n Warang dun Jusa, im0 petyeiviaran

Fetnsy badan
i Modal | ik petietiatan o

€k >
btk daes V7 oo &% buis
bty brilan, gada keguatan penyeletygataan kewenangan desa,

) Tabei 47
Feiana Iesa Mzjenany Tahun Anggaran 2023

pemnelian/pengadaan barang yany nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

alar ranglea perbelian/penyadaan barany atas bangunan yang nilal manfaatnya

L | S Repdialesa Desa Majenang 36.000.000 ADD
Z -"ﬂ!!{w Sekretaris Dess o ---—-&D—e;a Majenang | 26.694.000 ADD
3_ Siltap Perangkat Desy - ‘_'_ Desa Majenang 242.664.000 ADD
4 BPIS Kesehatan K!:palz; Des; N _I__Desa M;;jenar;g— | 1.440.000 ADD
5 BPIS Ki:s:_-l_iatan Perangk;: ges;a_u:_;esa Majenang 12.009,480 . ADD
6 Dpera.‘;ionf'fl Kanfor 0 Desa Majenang . 12.659.020 i ADD
7 | Operasional BPD | Desa Majenang I 3.500.000 | ADD
| 4 Timjan_g;;EI;m - | ADD
N | |
- Ketuz Desa Majenang 2400000 | ADD
ol W;h;/;kretans - Desz Majenang i 1.800.000 | ADD
| -kﬂgé:;z; - Desa Majenang ‘ 8.400.000 i ADD
_;M ;ment:ff;‘l:__ - | De§a Majenang ' ._ IUSGIEIO_ i _ ADD |
m - my_,mjlf N a _ I Desa Majenang | 2.800.000 l ADD ‘
w;if}pemg,].-,nd:_;m;_ ] Desa Majenang IL 2.500.000 ADD ;i
;2 Up«lrdsmna;f(l;{_ - ‘ Desa Majenang IL -4]]00_.00.(-) _ i AD[i_— |
12 ‘f)perasmnal Karang Taruna | Desa Majenang ; 1.500.000 ‘ ADD 1:
il R - = == S N
14 Operasional Posyandu ; Desa Majgn_ang ) 'l_ “ ___l.l}l)t].ﬂ{l(l li ADD 1
1‘ | :;p%?aer?,:;a; -l..i.m;m - | Dﬂ-*_i-’l N_!aién:_tr\a 1 ?ffﬂoﬂ ADD
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| Penyusunan Dokumen Perencanaan
- Keuangan, Pelaporan (MUSDES .

16| MUSRENBANG, RPIMDES, RKPDES Desa Majenang 7.500.000 ADD
any .
BPJS Ketenagakerjaan g;,;,a‘,; T S S
__ Perangkat Desa (JKK, JKM, JHT) Desa Majenang 20.608.236 BHP
3 Kegiatan Operasional / Pemeliharaan o L .
 Kantor Desa Majenang 15.179.064 3HP
19 Saluran Pembuangan Air RL0O4 le. 02 B0.000.600 DD
————— | DesaMajenang _4
20 | Pemberian Insentif Guru PAUD Desa Majenang 7.200.000 DD
21 | Paving Lingkungan Rt 02 Rw. 07 50.000.000 DD
A Desz Majenang o
5 Pembangunan Sarana Olah Raga
22 (Dinding GOR) Desz Majenang 100.000.000 DD
23 Saluran Air Irigasi Dusun Sawahan 170.000.000 DD
24  Pelatihan Perangkat Desa Desa Majenang 35.000.000 DD
25 | Pelatihan Industri Kecil Desa Majenang 25.000.0c0 DD
26 Penyertaan Modal Bumdes Desa Majenang 25.000.000 DD
27  TPT Mejono (Tugu Mejono Ketimur) Desa Majenang 130.000.000 DD
Belanja Tak Terduga/
Penanggulangan Bencana /Program .
28 Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Desz Majenzang 273.000.000 DD
- |25%
29 i‘ﬁ']"'a" Air Irigasi (Belakang Masjid | 1\ 1 Sawahan 150.000.000 DD
30 Penangan Covid-19 Desa Majenang 88.300.000 DD
31 PKTD Desa Majenang 20.000.000 DD
5 h Rt 03 Rw. 01
32 | Paving Lingkungan | DesaMajenang ) _?:S.D(}O.BOO Bansun
G o e Dsn. Kranggan L o ]
33 | Paving jalan Poros ' ( Ke Uuragfa 35.000.000 Bansun
o - - Rt 0102 Rw. 04 I
34 Saluran Air ) (Dsn Sawahan) __3590_[_?_030 Bansun
35 | Paving Lingkungan (Timur Siswadi) 35.000.000 Bansun
36 Operasional Mobil Sehat Desa Majenang 18.000.000 DD
37 | Penanganan Stunting Desa Majenang 30.000.000 DD
38 J Pemutakhiran SDGs, IDM Desa Majenang 15.000.000 DD

wlmwp@mm



[ (msentif Perangkat Desa dan Kepala

IIJ(*'u Desa Majenang ‘ 57.000.000 5 PAD
i!
|

| JUMLAH ’ 1.827.378.800

Sumber data Diolah dari PID dan PADesa

2.5 Kebijakan Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa sebagaiman dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran
berikutnya Pembiayaan desa diklarifikasikan menurut kelompok dan jenis. Berikut ini Klarifikasi pembiayaan desa
I Kelompok Penerimaan Pembiayaan | terdiri alas jenis:
a  Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
b Pencairan Dana Cadangan
¢ Hasil penjualan kekayaan dana yang dipisahkan.
2. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan | terdiri atas jenis,
a. Pembentukan Dana Cadangan.
b. Penyertaan Modal Desa,
Dalam RKP Desa Tahun 2022 ini, Pemerintah Desa Majenang jumlah pembiayan yang ada sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Pembiayaan Desa Majenang Tahun Anggaran 2022
| PEMBIAYAAN Jumlah Ket
'r Penerimaan Pembiayaaa_l (Pembiayaan I) 1.789.554.800
| SILPA - B i
Pencalran Dana Cadangan I R ) N

Ilas:] Kekayaan Desa Yang dipisahkan
I | JUMLAH (RP) o
. —

1.789.554.800

l | Pengeluaran Pembmyaan (Pemb:ayaﬂn 1) 1.789.554.800 T

;_P;r;b;r;kan Dana Cadangan _ . ) N

[ Pen_y_e:l;; M()&Be_sa I |
1.789.554.800

| JUMLAH ( RP ) - e A
T Gumber data. Diolah dari PID dan PADesa dan SILPA tahun sebelumnya
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BAB 1T

N RUMUSAN PRIOIITAS MASALAH
umusan per _
permasalahan yang cukup besar di tingkat deas, bukan semata- mata Asshabban chet nastal deve

melainkan juga discbah .
e kan permasaluhan makre bark di tingkat kecarmatan, kabnigaten, prononss gt prmnesioiss

usat. Permasalahan vang terimdi .
P yang teradi akan semakin besar manakaln tidak pernah dilakukan iderdifiean) petfiz aiatzn

sesual sumber chab . . R §
peny masalah beserta tingkan signifikansinya secara partisipatif Ketidakeet smatan reengidert fieas

ermasalahan sesuai & ; ; ;
P tar masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifites dan efisienin prencamaan

m pemban . )
progrant | gunan yang pada akhirnya menimbulkan in-efisiensi argparan

3.1. Evaluasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa lerhadap kestmaian aiiass gog 20
dan kegiatan yang terdapat dalam RKP-Desa dan APB-Desa tahun 2021 dengan imgheinertasi peldesarans

pembangunan tahun 2022 Dari hasil analisa terschut diperoleh beberapa catatan masalah sehayp berit

Tabel 4.4

Identifikasi masalah pembangunan tahun sebelumnya : .

No Bidang

Kegiatan yang sudah
dilakukan

Permasalahan yang dibadapi

I Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Masyarakat

Program legislasi desa

Program pemberian insentif
kelembagaan desa

| Belum efektifnya regulass desa dalam yang

" Kemampuan lembaga penyelengygara permermar
| desa yany masih belum maksimal teritzna calzm
pengurusan penyelenparaan Pernerintanan ez

| Pelayanan kepada masyarakat masih belum efsicrf
dan efisien, mengingat sarana dan praserara
pelayanan yang kurang | terdapa kekowomnean
perangkat desa, kondisi kamor belum memada

mengatur pelaksanaan pemerintahan desa
Belum ada regulasi yg mengatur 1z pembenan
isentif

Program pengelolaan
keuangan desa

Kurangnya fasilitas operasional untuk pefaksanaan
pemerintahan desa

I Pembangunan
Desa

Pelayanan dasar di desa.

Program pemeriksaan ibu
hamil

| Program Penimbangan bayi

i’fogmm penyelengyarnan
didikan anak usia din

(PAUD)

Sarana Prasavana Desa

Pemasangan diding

keramik balal desa

Keterbatasan aﬁﬁﬁm dan pcinl.si_a}s umuk
penyelenggaraan kegiatan keschatan

Keterbatasan anggiun dan peralatan hr.-gmah
penyelenggaraan Poayandupendidikan anak usia
dimi (PAUY)

Keterhatasan anggaran dan p;nlu;n hi.-i.:unin
penyelengyaraan pendidikan anak usia dini (PALD

Dapat terseesaikan dengan batk | perfu ditindak
lanjuti pada ruany ruang yang lainnya
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3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM- Desa

23 | Daaft RRP Desa Majonsng

4 Pcmb““s}l‘nml Tembok b | Belum maksimalnya pembangunan TPT di dusun |
Penahan Tanal (TPT) di Krajan karena keterbatasan dana perlu ditindak
dusun Krajan, lanjuti pada ruas berikutnya
= ,Il.ch']_“gu" Saluran Air, | ¢ | Belum maximal pemhangunan TPT badan jalan
TPT di desa Sidorejo, perlu ditindak lanjuti dengan perkerasan badan
jalan karena beberapa ruas masih berupa yalan
tanah untuk tahap berikutnya
d| Pemabangunan Jalan | |
| Paving di dusun Sidorcjo. SO — =
3| Pengembangan Ekonomi - -
Lokal
a| Kegiatan yang sudah a | Pengelola BUM Desa Kurang kreatif dalam
dilaksanakan sub-bidang mengebangkan potensi lokal
[ pengembangan ekonomi Tidak mepunyai jiwa wira usaha
lokal, mencakup;
b| Pengelolaan BUMDES b | Pengelolaan BUMDES sangat jauh dari bar_apan'
belum berjalan dengan perlu usaha keras untuk penataan organisasi dan
baik, pengelolaan kegiatan usaha serta perlunya
penambahan modal
¢| Penyuluhan penggunaan Penanggulangan hama pertanian sulit dilakukan
! bibit unggul dan dengan serempak, disebabkan tidak ada kata
penangulangan hama sepakat dikalangan petani tentang teknis kegratan
pertanian. dan obat obatan yang diperlukan.
4| Pemanfaatan Sumber
Daya Alam (SDA) dan
Lingkungan Hidup
Kegiatan sub-bidang
pemanfaatan SDA dan
lingkungan hidup , terbatas
pada kegiatan dan
prakarsa masyarakat dan
belum menjadi ketugasan
pemerintah desa. N
[l | pembinaan a| Kegiatan bersi.h desa a F_’crlu ditamb&_xhkannya kegiatan gerakan ke_ber:-':ihan :
masyarakat desa. (sedekah bumi) lingkungan hidup, untuk memupuk komunikasi |
dan kegotong royongan masyarakat
IV | Pemberdayaan a| Kegiatan Pembinaan PKK | a Pcrpn IcmhaguIkcnmsyamkatnn desa ma§ihjauh
Masyarakat dari harapan, diperlukan pcchanaanker;a dan
penganggaran untuk tahap berikutnya
Masih hanya sebatas rutinitas belaka tidak
mempunya kgiatan yang lebih spisifik atau tidak
mepunyn RKTL
; ) Kesadaran masyarakat masih kurang
j B Kegiatan Karang taruna Kelembagaan ini hanya scbatas pada wadahnya
I suja akan tetapi tuidak punya kegiatan yang kongnit
[ “¢| Kegiatan LKMD Kelembagaan ini hanya sebatas wadah dan tidak
dapat menjadi corong bagi masyarakat
! Kelembagaan ini seharusnya mempunyal rencana
| kerja yang berkaitan dengan maping permasalahan
—— DU-RKP hasil Musrenbangkec tahun 2021 T
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Setiap Desa wajib membuay dokumen
Menengah Desa yang di

Setiap tahun dalam menyusun RKP-Desy dokumen tersel

perencanaan yang bernana Rencana Pembangunan Jangka

G
; ngkat dengan (RPIM-Desa) Dokumen RPIM-Desa adalah satu-satunya dokumen
perencanaan vang diakui olely pemerintaly

pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten

but selalulu di evaluasi, Pengevaluasian ini bertujuan

untuk mengetahui program yang ada di RPIM-Desa

Berdasark .
arkan Peraturan Desa Majenang Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPIM-Desa Tahun 2020

banyak perma ; : s
yex permasalahan yang ada sesuai dengan empat bidang. Empat bidang tersebut sesuai dengan UL Nomer

6 Tahun 2014 T , 5
_ entang Desa. Adapun prioritas masalah yang harus ditangani sesuai dengan kewenangan desa,
antara lain .
s Tabel 4.5
—— - Idennwsa[ah berdasarkan RPJM-Desa e
No Bidang - S
| Permasalahan yang dihadapi
T | Penyelenggaraan 1 e T
| B take D Kema_mpuan lembaga penyelenggara pemerintahan desa yang masih belum
| ntahan Desa maksimal terutama dalam pengurusan penyelengaraan Pemerintahan Desa
- Pelayanan kepada masyarakat masih belum efektif dan efisien, mengingat
sarana dan prasarana pelayanan yang kurang , kondisi kantor belum
. memadai
3 Belum efektifnya regulasi desa dalam yang mengatur pelaksanaan |
! pemerintahan desa i
‘ 4 Kurangnya fasilitas operasional untuk pelaksanaan pemerintahan desa. l
I | Pembangunan Desa Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, yang meliputi |
_ pendidikan, kesehatan, tempat tinggal memadahi (papan) dan lingkungan |
a Belum terbebasnya Buta huruf di masyarakat _‘
i b Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dan kondisi kurang memadai i
c Lingkungan tempat tinggal belum tertata dengan baik, termasuk MCK i
belum memenuhi standar minimal kesehatan |
|
d Kurangnya kesediaan air bersih, terutama di musim kemarau. I
E Masih ditemui kondisi Rumah Tidak Layak Huni. .
2 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kemampuan 1
| teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; |
| A Sarana transportasi jalan masih banyak yang berupa jalan tanah, sehingga
becek dan rusak saat musim hujan. ) ;
B Perlunya pemeliharaan dan peningkatan untuk prasarana jalan yang sudah
ada, untuk keamanan dan menghindari bahaya longsor ;
i ?"Wﬂ?&ﬂ?&iﬁ%buan@n}m di kanan dun_ki}i_:}'ﬂl'a___ e
3 ’T Iﬁlﬁhﬁ%?u@huhung antar Desa yang sudah ada d"Ihﬁllglln_‘.il.l-l.-l.;l-h“l:_':l'kl.l.}-) .
| l lama perlu perbaikan
l | Perlunya membuka akses jalan menuju pusat pemerintahan desa, karena
kondisi saat ini masih harus memutar
! F 'p,}f]_,'.;-{ys{ |}cn|;_tni:r1 dan |1éicslurinu Ii':-ii.-;l-t'unu.;nn h-i_d-ui). untuk terhindar dari
!_ bahaya banjir dan longsor
< o 1“';émi,_mgu|-1ﬁ|"tli0n£:rml lokal desa, -
; A | Belum berkembangnya lembaga perekonomian (BUMDES, Koperasi)
karena kurangnya modal serta lemahnya kapasitas pengurus dalam
_ ! pengelolaan usaha_ e s ot
; i Sarana dan prasarana pasar desa rusak dan tidak terkelola dengan baik. |
- el —— R
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T T e e
(' m;f"a:)"" usaha perorangan dan kelompok, belum terorganisasi dengan baik ],
vebabkan kedala pembinaan dan pengembangan usaha |
’ - |
D T — e e |
[ 21"!,“_'1“"‘ yang dihadapi bidang pertanian , peternakan , Perkebunan dan |
‘ —T-w——ml‘a—"_“ﬁ_.__ - .
: S‘“Ir“"ﬂ dan ptasarana'ﬁcﬁrﬁia_ﬂéiur_; me ﬁ&:ﬂ:préan-}ang sudah ada :
alam kondisi rusak perlu perbaikan [
2 P
4 l’?ngeTn!aan kegiatan pertanian belum terorganisasi dengan baik dan secara |
______c_kt\l'mmls belum berskala produktif, r
| 3 E;jil‘“"Dﬂiﬂ)’ﬂ hasil pertanian IcEH_réndéﬁa-ripa_l.—i—a ﬁEgaTJuﬁui:_d;;n obat- !
atan |
4 Belum adanya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna l
untuk kemajuan ekonomi, atau pengelolaan pertanian masih menggunakan
teknologi sederhana !
5 Kegiatan usaha peternakan sapi dilakukan secara tradisional dan kurang
me’?dapmkan pembinaan, sehingga nilai ekonomis usahanya kuarang
. optimal. o
| 6 Belum termanfaatkannya limbah ternak secara maksimal {
7 Kegiatan usaha peternakan ayam potong dan ayam petelur dilakukan secara
perorangan dan kurang mendapatkan pembinaan, sehingga nilai ekonomis
| usahanya kuarang optimal.
4 Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa
A Penataan kawasan wisata Pantai Majenang , pantai Gondo Mayit dan Pantai
! Pasetran belum tertata dengan baik penyediaan infrastruktur , perumahan
i nelayan , penataan pedagang dan permasalahan limbah ikan.
| B | Sering terjadi longsor tanah yang diakibatkan terbukanya lahan akibat tidak
| adanya tanaman penghijauan mengakibatkan cepatnya pendangkalan pada
| pada daerah hilir sungai akibat erosi tanah.
! C Pendapatan asli desa rendah , sumber pendapatan belum tergali
| | D Kurang kemampuan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.
[ I | pembinaan 1 Masalah menjaga kamtibmas perlu ditingkatkan, karena banyak kasus
| masyarakat desa. kriminal, pencurian dan ketidakharmonisan hubungan antar warga:
| mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat.
2 Banyak generasi muda belum memperoleh pekerjaan, yang memerlukan
pembinaan untuk masuk dunia kerja.
Ancaman penyebaran HIV dan penyakit menular lainnya |
Ancaman bahaya narkoba. - |
IV | Pemberdayaan 1 Belum efektifnya peran kelembagaan desa dalam pembangunan =
‘ Masyarakat - Banyak ditemui kegiatan kelompok masyarakat belum terkoordinasi, N
sehingga belum terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan
ES _ﬁ};ﬁ;ﬁ'ﬁompnkﬁha di masyarakat yang memerlukan pembinaan dan |
penguatan u ntuk pemberdayaan ekonomi
| T TR ALkl - = i —_— )
! 4 | Industri rumah tangga masih menggunakan alat sederhana dan belum i
| terkelola dengan baik : e e e e
x| I"('eg'iﬂlllll usaha perorangan dan kelompok | belum terorgamsasi d::n_éﬁl-\ ]
baink menyebabkan kendala pembinaan dan pengembangan usaha :i
s e Sy e e e s i}
6 | Kurangnya ketrampilan masyarakat dalam membaca peluang pasar 1
|
e b e i i e rer e
| Banyak warga yang tercatat sebagal RTM, memerlukan penanganan l
|
!
8 peningkatan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat - ""I
o | Belum tesbina dan terbatasays kegiatan sem Budaya ]
10| Belum terkoordinir kegiatan usaha rumah tangga e————
- R —— e e —— |

s|-z>upmz>m_m
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3.31dentifiknsi Masalah Berdgs i

g arkan Analigy Keadann Darurat (hencana alam, krisis politik, krisi ekonomi,

atau kerusuhan sosial yang hrrkqmnjnngnn)

Analisa keadaan darurar 1

§ ar |
urat dilakukan uniuk mengantisipasi berbagai permasalahan yany muncul secara e
h bencana alam dan at
menimbulkan masalah bagi m

tiba, baik discbabkan ole _ .
aupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin

asyarakat. Identifikasi berdasarkan analisa keadaan darurat adalah scbagai berikut

_ Tabel 4.7
= o Identifikasi berdasarkan Keadaan darurat
o entuk/ Lokasi Tingkat Kerusakan | Alternatif Kegiatan | Volume | Biaya
Kejadian yang Ditimbulkan Tanggap Darurat
1 Nihil - 5 % _ .
2

Sumber data: Biaya Tak Terduga

3.41dentifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah

Meperhatikan kegiatan pembangunan yang berada di desa yang berasal dari kabupaten dan provinsi pada tahun
anggaran sebelumnya, perlu ditindaklanjuti pemerintah desa untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan pada batas
kewenangan yang dimiliki. Program dan kegiatan dibuat untuk mendukung sinergitas pembangunan dan
kemanfaatannya untuk masyarakat. adapun permasalahan yang ada antara lain:

Tabel 4.6
Identifikasi masiah berdasarkan skala kecamatan/kabupaten (Supra Desa)

:[ NO BIDANG MASALAH E
| |
| 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa a .
S S L ‘ B ]
[ 2

Bidang Pembangunan Desa

] S e

——

26 | Drajr BXP Desa Majensny




3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat a

Sumber data: DU-RKP hasil Musrenbangkec tahun 2022

RPJM-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga
memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil
evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya Masukan im
mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan dacrah, maka penehanan masalah

diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan

masyarakat melalui optimalisasi pengembangan gektor ekonomi rakyat. Disamping tu untuk mendukung tercapainva

prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan

serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

27 | Draje P Deva Majenasy



BANIY
ARAN KEBLIAKAN PEMBANGUNAN DESA
Prionitas kebijakan program pembangunan Dess Majenang, yany terssson dalam BEP ene L alor A
sepenubinya didasarkan pada berbayai permasalahan sehagaimang terscbul dalam rumisen masslal yeny ete 4 G
Sehinpga diharapkan priogios program pembangunin yang askan dilaksanakan pada Galian 20075 Baidings ade St
bedjalan: elektit untuk menanggulangi permasatahan di masyarakol, (e(U1aMa LPaYE MCIRNGYaan FEAI gLl
pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyaraknt, seperti pendidikan, keschatan, pendapatan 41 1icige

denikian arah dan kebijakan pembangunin desa secara langsuny dapat berperan akUf snenanygslaly) reiise el b

Jiese

tinghatan desa dan kemajuan masyarakat pada umumnya Rumusan pronitas kelbijavan program peincsligael
Majenany, secara detail dikelompokkan, sehagai berikut
4.1 Prioritas Program Dan Kegintan Skala Desa Tahun 2023

Program dan Kebijakan pembangunan skala desa, adalah penjabaran dari Kewenangan erdasarvias Har £
Usul dan Kewengan Lokal Bersekala Desa, sebagimana tenuang dalam RPIM Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yany wiytesiiiye wsi ek
kewenangan desa dan mampu dilaksanakan oleh desa Kemampuan tersebut dapat diskur dar katerasionn elipe «
desa. kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya

4.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

ﬂlwmﬁmﬂ"m
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ARy
PENITTUR

Sebagamana dalan UL Nomor 6 Taliun 2004 tentaig Desa, dijolaskan Eowenatgnn Dess melipati o)
kewenangan berdasarkan hak asal el b kewennngan lokal boruekaln desn, o) kewenaugin yarip ditigaskan aloh
Pemerintah, pemerintaly dacrah provinst, atae pomerintah dnerah kabmpaten/kata, dai () bewenangin lan yang
ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintal daerah provinst, wtm pernetintale dageal kalpatan/kota sesuai desigan
Ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan Desa tersebot i ntas, selanjutnyn dilakannakan dalam bentuk Pembingannn Dreaa (Fuigsi
dan KL‘\\'(‘I‘IEIII}L&II] vang terdivt atas o) penyelenggnrnan pererintnh [esi, 7] llq‘lﬂkmlllml!l ]Jrrrlhnu;{ullul’l Dean, o}
pembinaan kemasyarakatan Desa, din d) pemberdayann musyarakit desa RRoncann Kerpn Peresiatab Desa (REE
Desa) i telah merujuk pada ketentuan tersebut di atas, vang selanjutnyn menjadi pedoman dalam penyusitian

APBDesa dan penyclenggaraan pemerintah desa

~ Majenipe 26 <07 222

Mg
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FOTO RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
( RKP - DES)
TAHUN 2023
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN

Draft SK Tim Penyusun RKP-Desq
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WPAT . BALAI DESA MAJENANG
KEGIATAN © MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDes3

Tahun 2022 dan MUSRENBANGDESA DU-RKPDesa Tahun 2023




